
bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 9 ayat (3) serta Pasal 

12 q.yat (1) huruf a da:1 huruf b Peraturan Menteri Dalam Ncgeri 
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pcmcrintahan Dcsa, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis 
Penyelenggaraan Adrninistraai Pemerintahan De sa: 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun EMS; 
2. Undang-Undang 'Nomor 13 Tahun 19~;0 teruang Pernbentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi .Jawa 
Tengan: 

3. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tcntang Dcsa (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun '2014 Norncr 7, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintahan 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia T'ahun 20:4 

Nornor 2:4, Tan~bahan Lembaran. Negara Republik I.ndonesi_:;i 
Nomor 5~)87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 20 l S ten tang 
Perubahan Keduu Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20: 4 

tentang Perncrintahan Daerah (l.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun '2015 Nomor !,8, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik lndone~ia Nomor 5679); 

5. Undang : Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nornor 292); 

BUPATJ GROBOGA\J, 

DRNGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN TEKNIS PEf'slELE:NOGARAAN ADMINTSTRASI 

PEMERINTAHAN DESA 

T,2NTANG 

PERATURAN IBUPATJ GROBOGAN 

NOW.OR \% 'TAHUN 2020 

BUPATIGROBOGAN 

PROVJNSI JAWA T~NGAH 

Mengingnt 

Menimbang 



Dalam Peraluran Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. baerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. bupaci adalah Bupari Grobogan. 
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas 

~vilayah yang berwenang untuk rnengatur clan rnengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa rnasyarakat, hak asal usu!, dan/atau hak tradisional 
r,rang diaku] dan dihormati dalam sistcrn pemerintahan Negara 

IKesatuan Republtk Incdnesia. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

PERATURA.N BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

PEl'jYELENGGA!R..c\AN ADMIN!STRASI PEMERlNTAHAN DESA. 

MEMUTUSKAN: 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaa.n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia 'ranun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539.) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, tcrakhir derigan P,eraturan Pernerirrtah Nomor l .L Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
LJndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa [Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Adrninistrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 

8. Pcraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 110 Tahun 2016 
ten Lang Badan Perrnusyawarctan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia tahun 2017 Nomor 89'); 

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomo:r 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaa~ Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 201;8 Nomor 611); 

10. Peraturan Daerah Kabupatcn Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Kewenangan I dan Kelembagaan Desa (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Grobogan Talrun 2016 Nomor 5, Tarnbahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5); 

Menetapkan 



Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
I a. Administrasi Umurn; 

b. Adrninistrasi Penduduk; 
c. -1\dministrasi Keuangan; 
d. ~clministrasi Pembangunan; dan 
e. Adrninistrasi Lainnya. 

BAB II 

RU~NG LINGi\.'UP 

Pasal 2 

pcmerinta.han dan kepentingan masyarakat seternpat dalarn 
sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. ?cmerintah Desa adalah Kepala Dcea dibantu perangkat Desa 
Jebagai urisur penyelenJgara Pemerintahan Desa. 

6. Kepala Desa adalah peja.bat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, rugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah ta ngga Desan ya dan melaksanakan tugas dar Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah. 
7. )?adan Permusya.waratan Desa yang selanjutnya disingkal BPD 

lctalah lembaga yang rnelaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan ~vakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterv.rakilart wilayah daln ditetapkan secant demokratis. 

8. Musyawarah Dcsa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintab 
Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD 
untuk menyr::pakati hal rang bersifat strategis. 

9. Administrasi Pemerintahan Oesa adalah keseluruhan proses 
kegiatan perocatatan data dan informasi rnengenai Pemerintahan 
Desa pada Buku Register Desa, 

10. Administ.rasi Urrrurn adaluh pencatatan data dan informasi 
rnengenai kegiatan pembrintahan Desa pacla Buku Administrasi 

l
~murn. 

11. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data don 
informasi mengenai kependudukan pada Buku Administ.rasi 

IPenduduk. 
12.(dministrasi Keuanga1i adalah kcgiatan pencatatan data clan 

informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku 

Adrniniatrasi Keuangan. 
13. Administrasi Pcmbangunan adalah kegiatan pencatatan data 

clan informasi pdaksaJnaanpernbangunan clan pemberdayaan 
ma syarakat pada Bukd Administrasi Pembangunan. 

urusan penydenggaraan adalah Desa 4. Piemerintahan 
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(1) Penyelenggaraan Adrninistras! Pemerintahan Desa sebagaim::ina 
dimaksud dalam Pasal:3 dilakukan rnelalui: 

BABlV 

PENYF.l.ENGGAl<AAN 
ADMlNlSTRASI PEMERINTAHAN DESA 

Ba~ian Kesatu 

I Urnurn 
Pasal 4 

(1) Kepala desa berwenang menyelenr,garakan Adrninistrasi 

Pemerintahap Desa. 
(2) fi'enyelenggaraan AdminiFtrasi Pcmerintahan Desa sebagaimana 

dimaksud pad a ayat ( 1), idalarn rangka: 
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa 
b. pclaksanaan pemban~unan Desa: 
c, pernbinaan kcmasyarnkatan; clan 
ct pemberdayaan masyaroikat. 

(3) Dalarn penyelenggaraan Adrninistrasi Pernerintahan Desa 
scbagaiman:p dirnaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh 

Aparatur Peluksana. 
(4) Aparatur Pelaksana sebagajmana dirnaksud pada ayat (3) terdiri 

rari: 
a. Sekretaris Desa dibantu unsur staf st:kretariatyang bertugas 

membantu Kepali Desa di bidang adrninistrasi 

pemerint.ahan terdii·j dari: 
1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; 
2. Kepala Urusan Keuangan; dan 
3. Kcpala l}rusan Perencanaan. 

b. Pelaksana Kcwilayahan atau Kepala Ousun sebagai unsur 
pembantu Kepala besa pada satuan ruga s kewilayahan yang 
[urnlahnya clitentuJan secara proporsional antar wilayah 
sesuai kebutuhan dim kemampuan keuangan desa; dan 

c. Pelaksana Teknis !ebagai unsur pembantu Kcpala Desa 
sebagai lpelaksana tugas operasional terdiri dari : 
1. Kepala Seksi Pcrnerintahan; 
2. Kepala Seksi Kesejahtcrsan; danj atau 
cl. Kepala Seksi PeEayanan. 

I !BAB III 
KEWENANGAN 

Pasal 3 



s 

maupun penduduk pengurangan dan penarnoahan 

data dan inforrnasi rnengenai 
baik mengenai penduduk seruentara, 

tll Kegiatan pencatatan 
kependudukan di Desa 

Bagian Ketiga 
Admiruetrasi Penduduk. 

Pasal6 

(1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan 
Pcmerintahan Desa dimuat dalam Adrninistrasi Umurn. 

(2) Adrninistrasi Umum sebagaimana dirnuksud pada ayat (1) 

rneliputi: 
a. buku penaturan di Desa; 
b. buku keputusan Kedala Desa; 
c. buku inventaris dan ~ekayaan Desa; 
li. buku aparat Pemeriritah Dcsa; 
e. buku tanah kas DesA; 
f. buku tanah di Desa; 
g. buku agenda/tkartu kendali surat masuk dan surat keluar 

scrta lernbar disposisi]; 
h. buku ekspedisi; dan 
i. buku lernbaran Desa dan buku berita Desa. 

(3) Bentuk dan tata cara pengisian Buku Adrninistrasi Umum 
kebo.gai1nana dimaksur pada ayat (2) tercanturn dalarn 
Larnpiran yang meru,akan bo.gian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
AdministrasiUmum 

a. tertib pencatatan data dan informasi dalarn buku register 

Desa; dan 
1::1. pengembangan buku register Deea yang diperlukan serta 

menyelenggarakan pelaporan sesual ketentuan perundang- 

undangan. 
I (2) Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintaha 
Desa rnelalui tertib pcncatatan data dan pengernbangan buku 
register Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 
dengan kebutuhan, tingkat perkernbangan pemerintahan Desa, 
clan kornpleksitas p+masAJ::ihan yang dihadapi dalam 
pencatatan data dan inforrnasi berbagai kegiatan. 
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B 
.I ,, agian <cempat 

Administrasi Keuangan 

rasal 7 

(1) Kegiatan pencatatan dam dan informasi mengenai pcngelolaan 
keuanga.n Dess dirnuat dalam Adrninistrasi Keuangan. 

(2) A.dministra~i Keuangan Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 
a. buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
b. penjaberao Anggarnnl Pend.\patan clan Belanja Dcsa; 

c. rencana kegiatan dari anggaran: 
d. buku k.as,umum; 
e. buku kas pcrnbantu legiatan; 
I. buku pernbaritu pajak; 

s ouku bank; dan I 
h. buku pernbantu panjar. 

(3) !Bentuk dan tata cara piengisian Buku Adminisrrasi Keuangan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercanturn dalarn 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

'Peraturan Bupati ini. I 

perkembangan penduduk dimuat dalam Administrasi 

Penduduk. I 
(2) Administrasu Penduduk sebagaimo.na dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. buku induk penduduk: 

b. buku mutasi pcnduduk Desa; 

c. buku rckapitulasi jumlah penduduk; 

d. buku penduduk serrientara; dan 
e. buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga. 

(3) Buku rekapitulasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c wJjib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati melalui camat scriap akhir bulan dalarn bentuk formulir 

rekapitulasi jumlah penduduk. 
(4) Bentuk dan tata cara pengisian Buk1.1 Administrasi Penduduk 

sebagaimana dimaksuf pada ayat (2) tercanturn dalarn 

Lampiran yang rnerupakan bagian tidak tel'pisahkan dar: 

Peraruran Bupatiinl. 
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(1) Kegiatan pencatatan data clan inforrnasi rnengenai 
penyelengga:-aan Pymerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan xemasyarakatan, clan pemberdayaan 
masyarakat selain ser.agaimana dimaksud dalam Pasal 5 
sampai dengan Pasal 8 dimuat dalam Buku Administrasi 
Lainnya sesuai dengan kebuLuhan. 

(2) Administrasi Lainnya ls<::bagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain : 
a. kegiatan BPD dalarn buku adrninistrasi BPD; 
b. kegiatan musyawanah Desa dalarn buku musyawarah Desa; 

dan 
c. kegiatan lernbaga kemasyarakato\n Desa dalam buku 

Iembaga kemasyarakatan Desa. 
(3) Administrnsi BPD se·oagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a 

meliputi : 
a. buku agenda/(kartu kendali surat rnasuk, surat keluar dan 

lembar disposisil; 
b. buku ekspedisi; 
c. buku data inventaris barang BPD; 

d, buku laporan keuangan BF'D; 

Ba,ian Keenam 
Admin(strasi Lainnya 

Pasal9 

Bagian Kelima 

Aclministrat Pembangunan 

1asal 
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(1) Kegiatan pencatatan data dan inforrnasi mengenai pela-l<sanaan 
pembangunan dan pemberdflyaan masyarakat dirnuat dalarn 

Adrninistrasi Pcmbangunan. 
(2) Administrasl Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

tJ) meliputi: 
a. buku rencana kerja pembangunan Desa dilampiri dengan 

rencana kerja kegiacan Desa; 
b. buku kegiatan pembahgunan; 
c. buku inventarisasi 11Jsil-hasil pembangunan: clan 
d. buku kader pendampingan clan pemberdayaan rnasyarakat. 

(3) Bentuk clan tata cara pengisian Buku Administrasi 
Pemba.ngunan sebagaiiiana dimaksud pada ayat (2) tercanturn 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 



Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Administrasi Pemerh1Lahan Desa. 

Pasal 11 

PEMBil\lAAN DAN PENUAWASAN 

BAB VI 

BABV 

PELA PO RAN 

Pasal 10 

Pemerintah Desa yang ~elah selesai melakukan pencatatan buku 
Administrasl Pemerintahan Desa sebagaimane dirnaksud dalam 
Pasal 5 sarnpai dengan Pasal 9 melaporkan kepada Bupati 

sesuai ketentuan peruturan perundang- undangan. 

e. buku tarnu BPD; 

f. buku data anggot.a B,'D; 
g. buku data kegiatan BPD; 
h. buku data aspirasi masyarakat; 
L. buku daftar hadir rapat BPD; 

I 
j'. buku notulen rapat BPD; 
le. buku data peratur,/ keputusan BPD; dan 

I. Buku Data Peraturan Desa. 
(4) Administrasi M1.1syawarli1 Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b meliputi : 
a. buku keputusan M1..1syawarah Desa: dan 
b. buku k,;;putusan Musyawarah Perencanaan Pemba.ngunan 

Desa. 
(5) Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimaria 

dimaksud dalarn ayat (2) huruf c yaitu Buku Lernbaga 

Kemasyarakatan. 
(6) Lembaga Kemasyarakatan Deaa sebagaimana dirnaksi . rd pada 

ayat (SJ meliputi Rukun 'l'etangga, Rukun Warga, Pernberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu 

dan Lernbaga Pemberctiyaan Masyarakat. 
(7) Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi lainva 

sebagaimana dirnaksud pada ayat {3) sarnpai dengan ayar (Sj 
tercanturn dalam Larhplran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 



Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati 
Grobogan Nomor 10 Tahun 2011 lcntang Administrasi Desa dan 
Bcrita Daerah Kabupaten Grobogan Talrun 201 l Nomor 5 seri E 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

i3ABIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

( 1) Penyelenggaraan Ad ministrasi Desa berdasarkan pad a 
Pcraturan Bupati ini dilaksanakan olen Pemerintah Desa paling 
lambat pada bulan .:uni 2020. 

(2) Adrninistrasi Desa yang masih berlaku pada saat ini tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati 
ini. 

BAB Vil! 

KF.TENTUAN PE:RALIHAN 

Pasal 14 

Pembiayaan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Dcsa 
dibebankar; pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
d. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa: dan 
e. Sumber lain yang sah dan tidak rnengikat. 

BAD VII 

l'ENDANAAN 

Pasal 13 

Pasal 12 

(l) Dupati melimpahkan kejNenangan pcrnbinaan dan pengawasan 

Adrninistrasi Pemerintahan Desa kepada Camat. 

(2) Pelimpahan kewenangan kepada Carnet sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) rnelipuri: 

a. mcrnfasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pernerintahan 
Desa; 

b. mclakukan pengawasan penyelenggaraan Adrninistrasi 
Pemerinlahan Dcsa; dan 

c. mernberikan bimbingan, supervisr dan konsultasi 
penyelenggaraan Adrninistrasi Pemerintahan Desa. 
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1(;} . 
DERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ?.020 NOMOR 

Diundangkan di Purwodadi 

pada tanggal ~ A-<vt,\... '10'1.o 

L., 16 

Pcraturnn Bupati ini mulai rerlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan per.gundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Grobogan. 
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